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Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi digital di 

sektor perbankan, namun sekaligus meningkatkan risiko kebocoran dan 

penyalahgunaan data pribadi nasabah. Pemerintah Indonesia telah mengatur 

perlindungan data pribadi melalui Undang-Undang Perlindungan Data  Pribadi 

(UU PDP) yang menjadi dasar hukum bagi lembaga perbankan untuk 

melindungi informasi nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

implementasi peraturan perlindungan data pribadi pada lembaga perbankan di 

Indonesia, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapannya. 

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif 

dengan pengumpulan data melalui studi dokumen, wawancara dengan pihak 

internal bank, dan observasi prosedur perlindungan data. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa sebagian besar bank telah membentuk kebijakan internal, 

prosedur keamanan data, dan mekanisme pelaporan pelanggaran sesuai UU 

PDP. Namun, implementasi masih menghadapi kendala, antara lain 

keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih, teknologi keamanan data yang 

belum sepenuhnya mutakhir, serta kurangnya kesadaran nasabah terkait hak 

atas data pribadi. Penelitian ini menemukan bahwa efektivitas implementasi 

peraturan sangat bergantung pada komitmen manajemen, penerapan teknologi 

enkripsi dan kontrol akses, serta program edukasi internal bagi karyawan dan 

sosialisasi bagi nasabah. Kesimpulannya, meskipun lembaga perbankan telah 

berupaya memenuhi kewajiban hukum, peningkatan kapasitas sumber daya, 

pemanfaatan teknologi modern, dan penguatan budaya kepatuhan merupakan 

langkah krusial untuk memastikan perlindungan data pribadi nasabah secara 

menyeluruh. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi bagi 

regulator dan bank dalam memperkuat tata kelola data pribadi di Indonesia. 
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PENDAHULUAN 
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan 

signifikan pada sektor perbankan di Indonesia. Layanan perbankan yang sebelumnya bersifat 

konvensional kini bertransformasi menjadi digital melalui aplikasi mobile banking, internet 
banking, dan sistem transaksi elektronik lainnya. Transformasi ini mempermudah nasabah 

dalam melakukan transaksi, namun sekaligus menimbulkan risiko kebocoran dan 
penyalahgunaan data pribadi. Menurut Susanto (2021), keamanan data pribadi menjadi salah 
satu tantangan utama dalam era digitalisasi layanan perbankan karena setiap transaksi 

meninggalkan jejak informasi yang sensitif. 
Dalam konteks hukum, Indonesia telah menerapkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 

2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai dasar regulasi yang mengatur hak 
individu dan kewajiban lembaga dalam pengelolaan data pribadi. Peraturan ini menekankan 
pentingnya persetujuan, transparansi, serta perlindungan terhadap penyalahgunaan data 

(Wicaksono, 2022). Dengan adanya UU PDP, lembaga perbankan wajib menyusun kebijakan 
internal dan mekanisme keamanan data agar tetap patuh pada regulasi, sekaligus menjaga 

kepercayaan nasabah. 
Beberapa penelitian nasional menunjukkan bahwa implementasi perlindungan data 

pribadi di sektor perbankan masih beragam. Misalnya, Prasetyo (2020) menemukan bahwa 

sebagian besar bank besar telah membangun sistem keamanan data berbasis teknologi enkripsi, 
tetapi masih ada bank menengah dan kecil yang belum menerapkan standar keamanan optimal. 

Hal ini menandakan perlunya evaluasi dan penguatan mekanisme pengelolaan data pribadi agar 
risiko kebocoran dapat diminimalkan. 

Selain itu, faktor sumber daya manusia juga menjadi elemen krusial dalam perlindungan 

data pribadi. Karyawan yang kurang terlatih dapat menjadi titik rawan dalam keamanan 
informasi nasabah (Hidayat, 2019). Oleh karena itu, edukasi internal berupa pelatihan 
keamanan siber dan pemahaman regulasi harus menjadi bagian dari strategi implementasi UU 

PDP di bank. 
Dari sisi teknologi, implementasi sistem keamanan yang mutakhir seperti firewall, 

enkripsi end-to-end, dan autentikasi multi-faktor menjadi kebutuhan mendesak. Menurut 
Nugroho (2021), adopsi teknologi canggih tidak hanya melindungi data, tetapi juga 
meningkatkan kredibilitas bank di mata nasabah, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan 

bisnis digital 
Selain keamanan internal, kesadaran nasabah terhadap hak atas data pribadi juga 

memengaruhi efektivitas perlindungan data. Penelitian oleh Ramadhani (2020) menunjukkan 
bahwa nasabah yang memahami hak-hak mereka cenderung lebih berhati-hati dalam 
membagikan informasi pribadi, sehingga risiko penyalahgunaan dapat dikurangi. Bank perlu 

melakukan sosialisasi dan edukasi secara rutin agar nasabah lebih paham dan aktif dalam 
menjaga data pribadi mereka. 

Kebijakan pemerintah melalui UU PDP juga mendorong lembaga perbankan untuk 
menerapkan prinsip-prinsip tata kelola data yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan 
audit internal secara berkala (Santoso, 2022). Penerapan prinsip-prinsip ini menjadi indikator 

kepatuhan bank terhadap regulasi serta perlindungan hak nasabah. 
Secara keseluruhan, implementasi UU PDP pada lembaga perbankan tidak hanya menjadi 

kewajiban hukum, tetapi juga strategi bisnis penting. Bank yang mampu mengelola data pribadi 
dengan baik akan meningkatkan kepercayaan nasabah, mengurangi risiko hukum, dan 
mendukung inovasi layanan digital (Sutrisno, 2020). 

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
implementasi peraturan perlindungan data pribadi pada lembaga perbankan di Indonesia, 

menilai efektivitas mekanisme yang diterapkan, dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi. 
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Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi pihak regulator, manajemen bank, 
dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat tata kelola data pribadi di era digital. 

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis 
implementasi peraturan perlindungan data pribadi pada lembaga perbankan di Indonesia. 

Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara 
mendalam, termasuk praktik internal bank, kendala yang dihadapi, dan persepsi pihak terkait 
terhadap UU Perlindungan Data Pribadi (Sugiyono, 2020). Penelitian deskriptif bertujuan 

memberikan gambaran sistematis, faktual, dan akurat mengenai kondisi implementasi peraturan 
di lapangan tanpa melakukan intervensi. 

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu studi dokumen, 
wawancara, dan observasi. Studi dokumen mencakup analisis kebijakan internal bank, prosedur 
keamanan data, dan laporan audit kepatuhan. Wawancara dilakukan dengan pihak manajemen 

bank, staf IT, serta petugas compliance untuk menggali pemahaman dan pengalaman mereka 
terkait perlindungan data nasabah. Observasi digunakan untuk menilai penerapan prosedur 

keamanan secara langsung, termasuk penggunaan sistem enkripsi, kontrol akses, dan 
mekanisme pelaporan pelanggaran data (Nasution, 2018). 

Analisis data dilakukan secara kualitatif tematik, dengan menafsirkan informasi 

berdasarkan tema-tema utama seperti kebijakan internal, teknologi keamanan, sumber daya 
manusia, dan kesadaran nasabah. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi 

pola, tantangan, dan praktik terbaik dalam implementasi UU PDP di lembaga perbankan. 
Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber informasi dan pengecekan ulang terhadap 
dokumen resmi yang relevan, sehingga temuan penelitian dapat dipercaya dan memiliki 

kontribusi praktis bagi pengembangan tata kelola data pribadi di sektor perbankan (Moleong, 
2019). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar lembaga perbankan di Indonesia telah 
menyusun kebijakan internal yang mengacu pada UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). 

Kebijakan tersebut mencakup prosedur pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, dan 
penghapusan data nasabah. Menurut Prasetyo (2020), keberadaan kebijakan formal merupakan 
langkah awal yang penting untuk memastikan setiap aktivitas pengelolaan data berada dalam 

koridor hukum yang jelas. Dengan adanya kebijakan ini, bank dapat menekan risiko 
pelanggaran dan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap keamanan data pribadi mereka. 

Selain kebijakan internal, implementasi teknologi keamanan data menjadi faktor 
penentu efektivitas perlindungan data pribadi. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar 
bank besar telah menggunakan sistem enkripsi, firewall, dan autentikasi multi-faktor untuk 

mengamankan transaksi digital nasabah. Nugroho (2020) menekankan bahwa adopsi teknologi 
canggih tidak hanya melindungi data, tetapi juga meningkatkan reputasi lembaga keuangan di 

era digital. Bank yang mampu memanfaatkan teknologi keamanan terbaru akan lebih siap 
menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks. 

Faktor sumber daya manusia juga menjadi aspek kritis dalam implementasi UU PDP. 

Hasil wawancara dengan staf IT dan petugas compliance mengindikasikan bahwa kurangnya 
pelatihan dan pemahaman mengenai regulasi menyebabkan beberapa karyawan melakukan 

kesalahan dalam pengelolaan data nasabah. Hidayat (2020) menyatakan bahwa edukasi internal 
dan pelatihan berkala sangat diperlukan agar karyawan memahami tanggung jawab mereka dan 
mampu mengantisipasi potensi pelanggaran. 
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Penelitian ini juga menunjukkan adanya perbedaan implementasi antara bank besar dan 
bank menengah/kecil. Bank besar cenderung lebih siap dari segi teknologi dan kebijakan 
internal, sedangkan bank menengah menghadapi kendala keterbatasan sumber daya, baik 

manusia maupun infrastruktur teknologi. Hal ini sejalan dengan temuan Ramadhani (2020) 
bahwa ketimpangan kapasitas antar lembaga perbankan memengaruhi konsistensi perlindungan 

data pribadi di tingkat nasional. 
Dalam hal kesadaran nasabah, penelitian menemukan bahwa sebagian nasabah belum 

sepenuhnya memahami hak-hak mereka terkait data pribadi. Banyak nasabah yang tidak 

membaca syarat dan ketentuan atau tidak menyadari mekanisme pengaduan jika terjadi 
pelanggaran. Menurut Santoso (2020), edukasi dan sosialisasi kepada nasabah menjadi bagian 

penting dari strategi perlindungan data, karena kesadaran nasabah dapat mendukung efektivitas 
pengelolaan data oleh bank 

Implementasi mekanisme pelaporan pelanggaran data juga ditemukan bervariasi. 

Sebagian bank telah menyediakan kanal pengaduan resmi dan sistem audit internal, sementara 
beberapa bank menengah masih mengandalkan mekanisme manual. Prasetyo (2020) 

menekankan pentingnya sistem pelaporan yang cepat dan transparan agar pelanggaran data 
dapat ditangani secara efektif dan meminimalkan dampak terhadap nasabah. 

Penelitian ini menemukan bahwa tata kelola data pribadi di bank tidak hanya bergantung 

pada kepatuhan terhadap UU PDP, tetapi juga pada komitmen manajemen puncak. Sutrisno 
(2020) menyatakan bahwa dukungan manajemen dalam hal anggaran, kebijakan, dan supervisi 

secara langsung memengaruhi efektivitas implementasi prosedur keamanan data. Tanpa 
komitmen ini, upaya perlindungan data cenderung tidak konsisten dan rentan terhadap 
pelanggaran. 

Dari sisi teknologi, penggunaan enkripsi end-to-end dan autentikasi multi-lapisan telah 
terbukti mengurangi risiko akses tidak sah. Nugroho (2020) menjelaskan bahwa teknologi 
tersebut tidak hanya mencegah kebocoran data, tetapi juga memberikan kepastian hukum dalam 

hal pelanggaran, karena setiap transaksi tercatat secara digital dan dapat diaudit. Hal ini menjadi 
indikator bahwa integrasi teknologi modern merupakan kunci keberhasilan implementasi UU 

PDP. 
Kendala lain yang ditemukan adalah keterbatasan monitoring dan audit internal. 

Beberapa bank menengah tidak memiliki sistem pemantauan yang memadai untuk mendeteksi 

penyalahgunaan data secara real-time. Hidayat (2020) menyatakan bahwa audit berkala dan 
penggunaan teknologi monitoring sangat penting untuk memastikan kepatuhan internal dan 

mengidentifikasi potensi risiko sebelum menimbulkan kerugian besar. 
 Penelitian ini juga menemukan bahwa kolaborasi antar lembaga perbankan dalam 

berbagi informasi keamanan data masih terbatas. Menurut Ramadhani (2020), kerja sama 

antarbank dapat meningkatkan efektivitas perlindungan data, misalnya melalui pertukaran 
informasi tentang ancaman siber terbaru dan praktik terbaik dalam pengamanan data nasabah. 

Kurangnya kolaborasi ini membuat sebagian bank lebih rentan terhadap serangan siber. 
Analisis hasil wawancara mengindikasikan bahwa sebagian bank menengah belum 

memiliki prosedur penghapusan data yang standar. Santoso (2020) menekankan bahwa 

penghapusan data secara aman merupakan bagian penting dari perlindungan data pribadi, 
karena data yang tersimpan lama tanpa kontrol dapat menjadi sasaran pelanggaran. Bank perlu 

memastikan siklus hidup data diatur secara jelas dari pengumpulan hingga penghapusan. 
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa regulasi pemerintah melalui UU PDP 

mendorong lembaga perbankan untuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, 

dan audit internal. Prasetyo (2020) menekankan bahwa prinsip-prinsip ini menjadi tolok ukur 
keberhasilan implementasi perlindungan data pribadi dan meningkatkan kepercayaan nasabah 

terhadap lembaga keuangan. 
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Penelitian ini menemukan bahwa penerapan kebijakan internal, teknologi, dan edukasi 
karyawan harus berjalan bersamaan. Sutrisno (2020) menyatakan bahwa integrasi antara ketiga 
elemen ini menjadi kunci agar perlindungan data pribadi dapat dijalankan secara menyeluruh 

dan berkelanjutan. Kekurangan di salah satu aspek dapat menurunkan efektivitas keseluruhan 
sistem keamanan data. 

Secara keseluruhan, penelitian menunjukkan bahwa meskipun bank besar telah relatif 
siap, masih terdapat ruang perbaikan, terutama bagi bank menengah/kecil. Ramadhani (2020) 
menekankan perlunya peningkatan kapasitas teknologi, edukasi internal, serta kesadaran 

nasabah agar seluruh sektor perbankan di Indonesia dapat mematuhi UU PDP secara konsisten. 
implementasi peraturan perlindungan data pribadi pada lembaga perbankan di Indonesia 

menunjukkan kemajuan signifikan, namun tantangan terkait sumber daya manusia, teknologi, 
dan kesadaran nasabah masih ada. Upaya peningkatan kapasitas internal, penerapan teknologi 
modern, serta edukasi nasabah menjadi strategi utama untuk memperkuat perlindungan data 

pribadi dan membangun kepercayaan publik terhadap layanan perbankan digital (Nugroho, 
2020; Prasetyo, 2020; Sutrisno, 2020). 

KESIMPULAN 

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan perlindungan data 
pribadi pada lembaga perbankan di Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan, 

terutama pada bank besar yang memiliki kebijakan internal, teknologi keamanan, dan prosedur 
audit yang lebih matang. Penerapan sistem enkripsi, autentikasi multi-lapisan, serta mekanisme 

pelaporan pelanggaran menjadi indikator keberhasilan bank dalam melindungi data nasabah 
sesuai UU PDP. Selain itu, kesadaran manajemen dan karyawan terhadap tanggung jawab 
mereka memainkan peran penting dalam memastikan praktik pengelolaan data berjalan 

konsisten dan efektif (Prasetyo,  
Namun, penelitian juga menemukan adanya kendala, terutama pada bank menengah dan 

kecil, terkait keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, serta rendahnya kesadaran nasabah 

terhadap hak atas data pribadi. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas internal, edukasi berkala 
bagi karyawan, sosialisasi hak-hak nasabah, dan pemanfaatan teknologi modern menjadi 

strategi utama untuk memperkuat perlindungan data pribadi secara menyeluruh. Implementasi 
yang konsisten di seluruh sektor perbankan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan 
nasabah dan mendukung pertumbuhan layanan perbankan digital di Indonesia. 
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